BUPATI BIAK NUMFOR
PROVINSI PAPUA
PERATURAN BUPATI BIAK NUMFOR
NOMOR 24 TAHUN 2023
TENTANG

TATA CARA PENGOUNAAN DAN PENYELENGOARAAN KARTU KREDNT
PEMERINTAH DAERAH UNTUK PELAKSANAAN ANGGARAN

Menimbang -

Mengingat

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BIAK NUMFOR,

a. bahwn sesual dengan ketentuan Pasal 44 ayat |

Peraturan Menteri Dalam  Negeri Nomor 79 Tahun
2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu
Kredit Pemerintah Daerah  Dalam Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanjn Daerah, periu
diterapkan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah
Dacrah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak
Numfor vang diatur dalam Peraturan Bupati

b bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud

dalam huraf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Tata Carn Penggunasan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit
Pemerintah Doaermh  untuk Pelaksanasn Anggaran
Pendapatan dan Belanja Deerah.

- 1. Undang-Undang Nemor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan

Provinsi Otonom [ran Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom
di Prowingd Irinn Barst (Lembarmn Negara Tahun 1969 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negar Nomor 2907);

Indonesia Nﬂﬂmr-‘.‘-ﬁﬂl}

A, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tenmng Perubahon Kedua Atas

Undang-Undiang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bag

Prowirsi Papua (Lembsrin Nemm Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 155, Tambshan Lembamn Negam Republik Indonesia Nomor

66T,



10.

11.

12

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negarn (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembarun Negara Republik Indonesia
Nomaor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Republik Indonesin Negars
Nomaor 4355},

Undang-Undang Nomor & Tahun 2009 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
1999 tentang Bank Indonenin menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik I(ndonesin Tahun
2000 MNomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4962);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negarm Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembamn Negara
Republik Indonenin Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedue atas Undeng-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daersh (Lembaran Negarn Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negar Republik
indonesia Nomar S679);

Undang-Undang Nomor | Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah jLembaran Negara Republik
indonesia Tabun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesin Nomor6757),

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun
2023 tentang Pengembangan dan Penguatan
Sektor Keuangan [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor Tambahan lembaran
negnra Republik Indonesin NomorB845);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Dacrah
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomer 42, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesin Nomor 6322},

Peraturan Pemerintah Republik Indonesin Nomor 72 Tahun
2019 tenuing Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Dacrah (Lembarun Negara
Republik Indonesis Tahun 2019 Nomeor 187, Tambshan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402),

13, Peraturan Menteri.......



a

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Ates Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomaor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negura Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
157);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan  Daerah [Berita Negara Republik
indonesia Tahun 2020 Nemor |781);

15. Pernturan Mentern Dalam Negeri Nomor 79 Tahun
2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu
Kredit Pemerintah  Daerah Dalam Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daecrah [Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 583);

16. Peraturan Duernh Kabupaten Biak Numfor Nomor | Tahun
2019 tentang Pokok-Pokok Pengeloloan Keuangan Daerah
[Lembaran Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 3019 Nomor

1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 4 Tahun
2018 tentang Perubahan Portama Atns Perwturan Duerab
Nomor 3 Tehun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perungkat Dacrdh Kabupaten Bink Numfor (Lembaran Dacrah
Kabupaten Biak Numfor Tabun 2018 Nomar 4),
Memperhatikan: Peraturan Bank indonesia Nomor 23 /6 /FPBl/ 202!
tentang Penyedia Jasa Pembayaran (Lembaran
Negara HRepublik indonesia Tahun 2021 Nomor (47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesina
Nomor 6692}

MEMUTUSKAN -

Menetapkan : TATA CARA PENGOUNAAN DAN PENYELENGGARAAN
KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH UNTUK
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dim aksud deagan:
. Daeranh adalah Daerah Kabupaten Biak Numfor.

2. Pemerintabh Daerah adalah Bupati sebhagai
unsur penyelenggara Pemerintahinn  Daerah yang
memimpin  pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah Kabupaten Biask Numfor

3. Anggaran......



Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah yvang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencann keuangan tahunan
Daerahh yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Biank Numfor.

Bupati adalah Bupati Kabupaten Biak Numiar.

Kartu Kredit adalah EKartu Kredit scbagaimana diatur
dalam |ketentuan peraturan perundang-undangan
Baunk Indonesin di bidang sistem pembayaran.

Kartu Kredit Pem erintah Daerah yang selanjutnya
disingkat KKPD adalah Kartu Kredit yvang dapat digunakan
untuk melakukan pembayaran atas belanja yang
dibebankan pada APBD, seteluh kewajiban pembayaran
pemegang Xartu dipenuhi oleh bank penerbit Kartu Kredit
sesunl dengon kewnjibannoym pada wanktu yang
discpakat dan SKPD berkewajiban melakukan
pelunasan kewajiban pembayaran pada waktu yang
disepakati dengan pelunasan pembayaran sccara sckaligus

Pem egung KKPD adalah pejabat dan/ atau pegawal yang
berstatus pegawal negeri  sipil daerah untuk melakukan

trunsaksi pembayaran dengan KKPD berdasarkan
penctapan penggu na anggaran.

B Administrator KKD adalah pejabat dan/ atau pegawal

10.

il

dilingkungan satuan kern perangkat daerah yang
berstatus sebagai pegowai negeri  sipil daerah  yang
ditugaskan Bupati melaksanakan administrasi
penggunaan KXPD.

Pelaksana Kuasa Pengguna KEKPD adalah pejabat
dan /atau  pegawnl negeri sipil  daerah yang diberikan
kuasa oleh Pem egang KKPD sebmgai pengguna KKPD,

Satuan Kena Perangkat Dacrah yang sclanjutnya

disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada
Pemerintah Daerah vyang melnksanakan Urusnan

Pemerintahan Dacrah.

Pengguna Anggaran yang sclanjutnya  disingkat  PA
adalah pejnbat pemegang HEWONANgan pengEunaan
anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang
dipimpinnya.

12. Kuasa PA......
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13.

14.

IEI

16

19

20.

d1.

Kunsa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pcjabat
yang diberi kuasa untuk melaksannkan schaygian
kewenangan PA  dalam  melnksanakan sebagion tuges
dan fungsi SKPD.

Pgjabat  Pengelola Keuangan Daersh yang selanjutnya
disingkat PPKD adalah kepala Badan Pengelola
Keuangan Daerah dan Aset Daerah Kabupaten Bisk
Numfor yang mempunyal tugas melaksanakan pengelolaan
APBD dan bertindak sebagnl bendaharn umum daerah.

Bendahara Umum Daerah yang selanjutnyas disingkat
BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas scbagai
BUD

Kuasa BUD adalah pejabnat yang diberi kuoasa untuk
melalksanakan tugas BUD.

Pejabat Penatausahaan  Keuangan  Satuan  Kegja
Perangkat Daerah yang sclanjutnya disingkat PPE-SKPD
adalah pejabat yang melaksanokan fungsi tata usaha
keuangan pada SKPD

Poabat  Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnys
disingkat PPTK adalah pegjabat pada Unit SKPD yang
melaksanakan | (satul ataa beberapa Kegintan dan
suatu Program sesuai dengan bidang tugasnya.

Bendahara Pengeluarmn yang selanjutnya di singkat BP
adalah pojabat yang ditunjuk mencrima, menyimpan,
membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung-
jawablkan uang untuk keperluan belanja dacrah dalam
rangka pelnksanaan APED pada SKPD,

Bendahara Pengeluaran Pembaniu  yang selanjutnya
disingkat BPP adalah pejabat yang ditunjuk menerima,
menvimpan, membayarkan, menatnusahakan, dan
mempertanggungjiawabkan uang untuk keperiuan
belania daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada
unit SKPD

Bank penerbit KKPD adalah Bank vang dipilih
untuk memlasilitast penerbitan Alat Pembayaran berupa
Kartu Kredit, yang dapat dilakukan sendiri atau melalui
kerasama dengan bank lain.

Daftar Pembavaran Taghan KEPD vyang seclanjutnya
disingkat DPFTRKPD adalah dafiar hasil verifikasi PA yang
memunt  informasi nama pemegang kartu, nomor kartu,
jenis belanjs barang rician pengeluaran, pembebanan
anggaran, den jumlah tagihan yang harus  dibayar
kepada bank penerbit KKPD.

22. Uang Persediaan,.....



22.

2.

25,

29,

J0.

Uang Persedinan yang selanjutnya disingkat UP adalab
uang muka kerja dalam  jumlah tertentu yang
diberikan  kepada  bendahara pongelunran  untuk
membisyni Kegiatan operasional pada satuan kena
perangkat dacrah /unit satuan kega perangkat daerah
dan /atau untuk membiayai pengeluaran yang menurul
pifat  dan tujuannya tdak mungkin dilakukan melalu
mekanisme pembayaran langsung

UP Tunai adalah UP yang diberikan dalom bentuk uang
runai kepada BP melalui transfer RKUD ke rekening BP.

UP KKPD adalah UP vang diberikan dalam bentuk
batasan belanja  [limit kredit kepada BP atau BFP yvang
penggunaannya dilnkukan dengan KEPD.

Surat Permintaan Pembayaran Uang Persedinan yang
selanjutnya di singkat SPP-UP adalah dokumen yang
digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran
UP.

Surat Perintah Membayar Uang Pernediaan yang
selanjutnya disingkat SPM UP adalah dokumen yuang
digunakan untuk menerbithan surat perintah
pencairnn  dana atas beban pengeluaran DPA  SKPD
yang dipergunakan scbagai UP untuk mendanai sub

kegiatan

Surat Perintah  Membayar Oanti Uang Persediaan
yang seclanjutnya disingkat SPM GU adalah dokumen yang
digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan
dana atas beban pengeluaran DPA SKPD yang dananya
dipergunakan  untuk mengganti  UP  yang telah
dibelanjmkan

Surat Perintuh Pencairan Dana Uang Persediaan yang
selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang
digunakan scbagal dasar pencairan dann yvang
diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

Surat Referensi ndaluh dokumen yang diterbitkan aleh PA
yang ditujukan kepada Bank penerbit KKFD untuk
menerbitkan KEPD,

Personal identification Numberyang sclanjutnya disingkat PIN
adalah nomor identifikasi pribadi bagi Pemegang KKPD
vang menggunakan Kartu Kredit, yang merupakan suntu
kombinasi angka-angka yang dibuat oleh  komputer
sebagni kode sandi khusus untuk keamanan dan
kemudahan Pemegang KKPD dalam melakukan transaksi

. Notin Pencairan.......



31. Nota Pencairan Dana KKPD yang sclanjutnya disingkat dengan
NPD KEPD adalah surat persetgjuan PA/SKPA  untuk
pembayaran belanja menggunakan UP KKPD yang cimjukan
oleh PPTK.

99 Pembelian secara Elektronik yvang sclanjutnya disebut E-
purchasing adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui
sistem katmlog elektronik atau toke danng

43, Toko Dalam Jaringan yang selanjutnya disebut Toko Daring
adalah  sistem Mmlormasi VAN memfnsilitasi
Pengadaan Barang/.Jasa melalui penyelenggarann
perdagangan melalui sistem elektronik dan ritel darmg

34, Katalog Elektronik adalah sistem informam  eclektronik
yang memuant informasi borupa daftar, jenis, spesifikasi
teknis, Tingkat Komponen Dalam Neger (TELN), produlk dalam
negeri, produk Standar Nasional Indonesia SNl produk
industri hijau, ncgara asal, harga, Penyedia, dan miormasi
minnya terkait barang/jasa

35. Pengadaan Langsung Sccara Elcktronik yang sclamjutyn
disingkat PLSE adalah pengadaan langsung yang
dilnksanakan melalui Sistem Pengadaan HSecara Elektronik

BPSE).

BAB 1l
PENGGUNAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH

Pusal 2

(1) KKPD digunakan untuk  penyelesman tagihan kepada
Pemerintah Daerah berupa penyelesaian tagihan belanja
barang dan jasa serta belanja modal melalul mekanisme UP.

[ Penggunaan KKPD scbagaimans dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan memperhatikan:

a Kemudahan penggunaan atau feksibilitas kartu dengan
jangkauan pemakaian yang lebih luas

b Transaksi dapat dilakukan di  seluruh  penyedia

barnng/jasa yang mencrima pembayaran secuara
elektronik melalui meain electronic data capture atau media
dalam jaringan;

C. Keamanan dalam  bertransaksi dan menghindari
terjadinys penyimpangan atau fraud '

d Efektivitas dalam pengurangan UP yang menganggur atau
idle caslk



¢. Efisiensi binya odministrasi transaksi pemerintah

f

daerah dar penggunann UP; dan

Akuntabibtan pembayaran tagihan dacrah  dan
pembebanan biaya penggunaan UP KKPD.

BAHE I
PENGELOLA KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Pejabat Pengelola Keuangan Dacrah

Pasal 3

Dalam  penggunann up KKPD, FPKD selaku  BUD
mempunyai tugas dan wewenang

i

Menunjulk | (satu) bank penerbit KKPD,

b, Melakukan pembahasan  roncangan /draft perianjian

I.

keria sama Pemerintab Daerah dengan pejabat bank
penerbit KEPD;

Penandatangani perjanjian kerjn sama dengan pejabat bank
penerbit KKPD;

Memberikoan rekomendasi kepada  Bupati untuk
menetapkan Pemegang KKPD dan Administrator  KKPD

berdasarkan usulan PA

Menyampaikan surat permohonan penerbitan KKPD kepada
bank penerbit KKPD;

Menerbitkan sural perganjian penggunaan KKPD dengan
Pemegang KKPLY

g Menycrahkan KKPD keopada Pomegang KEPD discrtai Berita

h.

Acars Serah Terima KKPD dan surat perjanjian penggunann
KKPD;

Menandatangani Berita Acarn  Serah  Terima KKPD dan
surat perjanjian penggunaan KEPD sctelah terlebih dahulu
dilakukan penandatangenan olch Pemegang KKPD,
Memberikan persctujunn atas permintaan kenaikan limit
belunja KKPD dari Pemegang KKPD,

Melakukan penarikan  KKPD  karena penyaishgunasn
atau keadaan tertentu

Menerbitkan surat peringatan kepada Pemegang KKPD
dalam hal tefjadi penyalnhgunaan KKPD,



|l Memberikan rekomendani kepada Bupati nlas
permohonan perubahan proporsi be saran UP KKPD;

m. Memberikan  persetujuan schagion  atau seluruhnya
permohonan dispensasi perubahan besaran UF,

n. Menvusun rekapitulasi lapornn hasil monitoring dan evalunst
pelaksanaan pembayaran dengan KKPD:

. Memberikan rekomendasi  kepada Gubernur untuk
memberikan surat teguran dan/ atau pemotongan hesaran
UP KKPD;

p Menerbitkan surat penarikan KKPD;

. Menyampaikan surat penurikan KKPD kepada bank penerbit
KKPD dengun tembusan kepada Pemegang KKPLY

r. Melakukan pengawasan secara nternal atas kewnjiban
pembayaran tagihan KKPD agar udak melewati  batas
waktu /jatuh tempo pembayaran,

5. Menetapkan standar operasional  prosedur  terkait
norma waktu penggunaan, penyelesaion tagihan, dan
pertanggungjawaban  KKPFD  dengan berpedoman pada
ketentuan peraturan perundang-undangan;

t Melakukan maonitormg  dan evaluasi  pelaksanaan
kerjasama, surat upersetujuan / perubahan  persetyjuan
besaran UF KKPD, status KKEPD, jumlah dan total lmit
KKPD yung disetujui oleh bank penerbit KKPD, ringlkasan
belanja dan pembavaran, serta hambatan dan kendalo: dan

wu  Menvusun dan menvampaikan laporan hasil monitoring
dan evaluasi peluksansan pembayaran dengan KKPD secara
triwulanan, semesteran dan tahunan kepada Bupati

Bagian Kedua
Hunsa Bendanhara Umum Daerah

Pasnl 4

Dalam penggunaan UP KKPD, Kuasa BUD mempunyai tugas dan
WEWETIANE

a Menyiapkan surat pedanjian penggunaan KKPD dengan
Pemegung KEPD;

b. Melakukan penelitian besaran / proporsi UP KKPD,
c. Menyiapkan surat persetujuan besaran UP KKPD SKPD;

d.Melakukan.......
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d, Melakukan pencatatan pagujenis belanja yang bisa
dibaysrkan melalui UP, pagu jenis belanja yang bisa
dibayarkan melalui UP KKPD, dan besaran / perubahan

besaran / perubahan proporsi UP KKPD ke dalnm kartu
pengawasan UP KKPD;

e Melakukan verifiknsi atas 8PM OU KKPD yang diajukan olch
PA;
{. Mengembalikan SPM GU KKPD kepada PA dalam hal SPM GU

KKPD tidak memenuhl perayaratan;
Menerbitkan SP2D GU KKPD;

Melakukan koordinasi dengan SKPD, terkait percepatan
penyelesainn tagihan KKPD yang belum dibayarkan;

1. Melakukan evalunsl pembayaran dan penggunaan KKPD aleh
PA / KPA;

j. Menyusun rekapitulasi laporan hasil monitoring dan
evaluasi pelaksanaan pembayaran menggunakan KKPD;

k. Memintn SKPD untuk melokukan percepatan penyampaian
laporan dalam hal BUD belum menerima laporan haail
monitoring dan evalunsi pelaksanaan pembayaran dengan
KKPD tingkat SKPD;

. Menyiapkan dan menyampaikan rekapitulasi laporan basil
monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembayaran dengan
KKPD kepada PPKD selaku BUD,

m. Menyiapkan surat teguran dan/ atau pemotongan besaran
UP KKPD;,

n. Menyispkan perubahan surat persetujuan besaran UP KKFD
SKPD dalam hal dilakuksn pemotongan besaran UP KEKPD;

dan

0. Menyampnikan perubahan surat %nrlnh.dunn besaran
up EKPD SKPD kepada PA dan bank penerbit KKFD
dengan ditembuskan ke PPKD selaku BUD.

;‘ﬂl

Baginn Ketiga
Pengguna Anggaran

Pasal 5
Dalam penggunaan  UP KKPD, PA mempunyai tugas dan
wewenang
L Menvampaikan kebutuhan UP KKPD dalam surat pernyataan
UP;

b, Menyampaikan......
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b, Menyampaikan  usulan daftar Pemegang KKPD  dan

Administrator KKPD kepada Bupati melalui PPED selaku BUD,

c. Menerbitkan surat pernyataan UP untuk digukan pada saat

d.

[ -8

penyampaian SPM UP Tunai ke Kuasa BUD;

Mengajukan sural permohonan perubahan besaran UP KKPD
melalui PPEKD selaky BUD;

Melakukan pengujian terhadap:

1. Kebenaran data pihak yang berhak menecrima pembayaran
atas beban AFPBD;

2 Kebenaran materiil dan perhitungan bukti-bukti
pengeluaran;

4 Kebenaran perhitungan Tagihan (e-billing / Daftnr Tagihan
Sementara

3 Kesesuaian perhitungan antara bukti pengeluaran dengan
Tagihan je* billing/ Daftur Tagihan Sementara;

5. Kesesuailan jenis belanja yang dapat dibayarkan dengan
KEPD; dan

6. Kesesuaian spesifikam teknis dan volume barang/jasa
dalam perjanjian /kontrak, dokumen serah terima
barang/jnsa, dan barang/jasa yang diserahkan olch
penyedia barang / jasn.

Mengesahkan schagian / scluruhnya bukti-bukt
pengeluaran atas tagihan yang dibavarkan dengan KKPD;

Menolak bukti-bukti pengeluaran atas tagihan yang
dibayarkan dengan KKPD dalam hal terdapat bulkti-bukti
pengeluaran yang tidak memenuhi ketentuan;

menerbitkan DPT KKPD atas bukti-bukti pengeluaran yang
memeniuthi ketentuan;

menyampaikan surat pemberntahuan penolakan kepada
pelaksona Kuasa Pengguna  KKPD atas  bukt-bulkti
pengeluaran yang tidak memenuhi ketentuan,

menerbitkan NPD KKPLY,

menerbitkan SPM-GU  KKPD dan menyampaikan kepada
Kuasa BUD untuk penerbitan SP2D-GU KKPD; dan

melakukan verifikasi atas indikasi penyalahgunaan KKPD.
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Bagian Keempat
Kuasa Pengguna Anggaran

Pasal 6

Dalam penggunaan UP KKPD, KPA mempunyal  tugas dan
WoWENANgE

b.

Mengajukan surat permohonan perubahan besaran UP KKPD

kepada PA;

Melakukan pengujian terhadajp:

1. Kebennran data pihak yang berhak menerima pembayaran
atas beban APBID;

2. Kebenaran materiil dan perhitungan bukti-buku
pengeluaran;

3. Kebenaran perhitungan Tagihan |e-billing / Daftar Tagihan
Sementar

4. Kesesunian perhitungan antara bukt pengeluaran
dengan Tagihan jes billing] / Dafiar Tagihan Semon tara,

5 Kesesuaian jenis belanja yang dapat dibayarkan dengan
KEPD; dan

6 Kesesuninn spesifikasi teknis dan volume barang/jasa

dalam pedanjion / kontrak, dokumen snerih terima
barang/jasa, dan barang/jasa yang diserahkan oleh

penyedia barang/jase

Mengesahkan sebagian / selurahnya bukti-bukti
pengelunran atan tagihan yang dibayarkan dengan KKPD,

Menolak bukiti-bukti pengelusran atas togihan yang
dibayarkan dengan KKPD dalam hal terdapat bukti-bukti
pengelunran yang tidak memenuhd ketentuan,

Menerbitknn DPT KKPD atas bukti-bukti pengeluaran
yang memenuhi ketentuan,

Menyvampaikan surat pemberitahuan penolakan kepada

Pelaksana Xuasa Pengguna KKPD atas bukti-bukti
pengeluaran  yang tidak memenuhi ketentuan, dan

Menerbitkan NPD KKPD dan menyampaikan kepada BPP,
Bagman Kelima.......



13

Bagian Kelima
Pejubat Peloksana Teknis Kegiatan
Pananl 7

(1} Dalam penggunaan UP KEPD, PFTE mempunyai tugas dan

WeWCANg

n Menerima kuasa penggunaan KKPD dari  PA/SKPA
selaku Pemegang KKPD untuk melakukan belanjn
mengegunakan KKPD,

b. Mengumpulkan dokumen  belanja dalam rangka
pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran
pelaksannan kegiatan / sub kegiatan yang mengrunakan
KKPD;

e Membuat daftar nominatif belange menggunakan KKPD;
dan

d Menvampaikan dafiar nominatf belanja menggunakan
KKPD dilnmpiri dokumen belanjn kepada PA J KPA melalbui
PPK-SKPD / PPK-Unit SKPD.

2] Dalam melaksanakan tugns PengEunan KKPD
scebagaimann dimaksud pada avat (1] buruaf a, FPFIE
bertanggungjiawab kepada pemegang KEFD.

Bagian Keenam

Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerjo Perangiat
Daerah /PejabatPenatausahaan Keuangan Unit
Satuan Kena Perangkat Dacrah

Pasal 8

(1] Dalam penggunaan UP KKPD, PPK SKPD mempunyal tugas dan
WEWETLRTEL '

. Melakukan verifikasi  daftar nominatif belanja
mengegunakan KKPD besertn dokumen pendukung

b. Menyiapkan DPT,
c. Menyiapkan NPD KRKPD,

d Melakukan verifikasi SPP GU EKEPD besertn  bukt
kelengkapannya yang digjulkan oleh BP,
e Menyiapkan SPM GU KKPD,

f. Menyiapkan.......
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f. Menylapkan draft surat pernyataan tanggung jawab
mutlak PA;

i Menerbitkan surat pernyataan verifikasi FPR SKPD; dan

h. Menyampaikan NPD KEPD dan DPFT KKPD yang telah
ditnndatangani oleh PA kepada BP untuk penyiapan dan
pengajuan SPP GU KKFD

(2) Dalam penggunaan UP KKPD, PPKUnit SKPD mempunyai lugas

dun wewenuang |
Melakukan verifikasi daftar nominauf belanja
menggunakan KKPD beserta dokumen pendukung

b. Menyiapkan DPT KKP.

c. Menyiapkan NPD KKFD; dan

d. Menyampaikan NPD KKPD dan DPFT KKPD yang telah
ditandatangani oleh KPA kepada BPP untuk penyiapan
dan pengajuan SPP GU KKPD,

Bagian Ketujuh

BendaharaPengeluaran / Bendahara
Pengeluarnn Pembantu

Poasal 9

(1} Dalam penggunaan UP KKPD, BF mempunyai tugns dan
wewenang
a Menvampaikan kebutuhan UP KKPD SKFD kepada PA;

b. melampirkan daftar rincian yang menyatakan jumlah UP
Tunai dun UP KKPD vang dikelola oleh masing-masing
BPP dalnm  pengujusn UP dan/ atau pengajuan
perubahan besaran UP KKPD SKPD ke FPKD selaku

BUD;
e Meiakukan pengujian:

1. NPFD KKPD dan DPT KKPD; dan
2. Ketersedinan dana UP KKPD.

d Menolak NPD KKPD deri DPT KKPD yang digijukan dan
mengembalikan kepada PA dalam hal NPD KKPD dan DPT
KKPD tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan,

£ Mengajukan permintaan penggantian UP KKPD melalul
gPP-GU  KKPD kepada PA dengan melampirkan NPD KKPD
dan DPT KKPD dari PA dan NPD KKPD dan DPT KKPD dan
KPA, beserta dokumen pendukung lainnya melului PPK-
SKEPD untuk dilakukan verifikasi;

[. Menyiapkan........
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f. Menyiapkan draft surat pernyataan tanggung jawab
mutlak PA;

g Melakukan pembayaran tagihan KKPD melalul pendebitan
rekening BP ke rekening Bank penerbit KKPD setelah
pencairan dana SP2D diterima/ masuk ke rekening BP;
dan Melakukan pemindahbukuan UP KKPD melalui
pendebitan rekening BP ke rekening maaing- masing BPP.

(2} Dalam penggunaan UP KKPD, BPF mempunyml [ugas dan
wewenang

a Menyampaikan kebutuhan UP KKPD Unit SKPD kepada BF,
b. Melakukan pengujian:

1. NPD KKPD dan DPT KKPD, dan
2. Keterwnedinan dana UP KKPD.

c. Menolak NPD KKPD dan DPT KKPD yang dimukan dan
mengembalikan kepada KPA dalam hal NPD KKFD dan
DPT KKPD tidnk memenuhi persvarutan untuk
dibayarkan;

d. Menyampaikan NPD KKPD dan DPT  KKPD yang telah
memenuhi persyaratan untuk dibayarkan kepada BP; dan

e. Melakukan pembayaran tagihan KKFD melalui
pendebitan rekening BPP ke rekening Bank penerbit KKPD
setelah dana UP KKPD diterima/masuk ke rekening BFP
yang ditransfer oleh BP

Bagian Kedelapan
Administrator KKPFD

Pasnl 10

Dalum penggunsan UP KKPD, Administrator KKPD mempunyal

tugas dan wewenang

a Melakukaon saktivasi KKPD dan reguest/ aktivasi PIN EEKPD
melalui  ecall center/layanan pesan singkat [(Short Message
Service] / sarana [ainnya

b, Memintn kenaikan batssan belanja (limit) KKPD secara
sementara atau permanen kepada Bank Penerbit KKPD
melalui surat elektronik dan/ atau sarana tercepalt lainnya
sctelah mendapat porsctujuan dari PA /S KPA;

¢ Menginformasikan nilm kenaikon batanan belanja {limit)
KKPD, poriode kenmikan batasan  belanjn  (limitl  KKPD,
serta nomor dan nama KKPD kepada Bank Penerbit KKPD
dalam hal permintaan Kkenaikan batasan belanja (limit
KKPD secara sementara:

d. Menginformasikan......
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d Menginformasikan nilai kenaikan batasan belanja [limit] KKFD,
perivde permanen, serta nomor dan nama KKPD kepada Bank
Penerbit KKPD dalum hal permintann kenaikan batasan
belanja [limitl KKPD secara permanen,

e Melakukan monitoring pengembalian batasan belanja  fumit]
KKPD secara sementara ke batasan belanja limitj awal setelah
periode kenaikan batasan belprga (limit] sementara/ mass
berlaku penggunaan UP KEPD;

{. Mengajukan permintaan pengembalian batasan belangn
limitj KKPD ke batasan belanja [fmit] awal kepada Bank

Penerbit KKPD dalam hal batasan belanja (lmity KKPD yang
dinaiklkan secarn sementara tidak kembali kebatlasan

belanja [limit| awal setelah periode berakhis,

& Meminta penyetoran kembali atas keterianjuran pembayaran
kepada Bank Penerbit KKPD melalui surat elektronik dan/
atau sarana lercepat lainnya setelah mendapat
persetujuan dari PA/ KPA; dan

b, Menginformasikan nilai keterlanjuran pembayaran,
nomor dan nama KKPD, bukti-bukti pembayaran/
pemindahbukuan yang sah, dan nomor rekening BP/BPP
untuk penyetoran kembali kepada Bank Penerbit KKPD
dalam hal! penyctoran kembali atas keterlanjuran

pembayaran.

BAB IV
UANG PERSEDIAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatua
Penentuan Proporsi UP

Pasanl 11

Il UP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat |1} terdiri dan
UP Tunai dan UP KKPD.

[ UP HKPD scbagaimana dimaksud pada ayat (l)] merupakan
boagian dari UP yang dikelola BP dan BPF atas pelimpahan
dari BP.

|3] Proporsi UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1 meliputi
a. UP Tunai sebesar 60% |enam puluh persen| dari
besaran UP masing-mansing SKPD; dan

b, UP KKPD mebesar 40% jempat puluh persen) dan
besaran UP masing-masing SKPD.

{4) Proporsi......
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4] Proporsi UP sebagaimana  dimaksud pada ayat (3]
ditetapkan dalam keputusan Gubernur.

Pasal 12

(1] Proporsi UP KKPD scbagaimana dimaksud delam Paanal 11 ayat
|31 huruf b dapat dilakukan perubahan seauni dengan
kebutuhan penggunaan UP KKPD pada SKPD.

2] Perubahan proporsi UP KKPD scbagaimana dimaksud pada
ayvat (1] dapat berupa kenaikan atau penurunan proporsi UP

KEPD.
(3] Kenaikan  sebagaimana  dimaksud pada ayat (2| Udak

diperbolehkan lebih diari 70% ftujuh puluh persen)
|4 Penurunan schbagaimana dimaksud pada ayat (2] tdak
diperbolehkan kurang dar 30% [tiga puluh persen).

5] PA mengajukan perubshan proporsi UP KKPD schagaimana
dimaksud pada ayat () kepada Bupati melalui PPED sclaku
BUD.

6| PPED saclaku BUD memberikan pertimbangan atns usulan
perubahan proporsi UP KKPD kepada Bupati

I7] Herdasarkan pertimbangan schagammana dimaksud pada
ayst 6], Buapti memberikan persetujuan perubahan proporsi
LUP KKPD.

Pasal 13

Pertimbangan kenailcan atau  penurunan scbagnimana
dimaksud dalam Pasall2 ayat (7] didasarkan atas

a. Kebutuhan pengeluaran ril 8KPD;
b. Perubahan kebijrkan pelaksanaan belanja SKPD;

c. Perubanhan dalam sistem pembayaran dengan kanal
pembayaran secara elektronik: atau

d. ﬁﬁhﬂfﬁﬁ%‘,“" lminnya dalam rangka efcktifitas penggunaan

Pasal 14

Hesaran UP KKPD dihitung dari proporsi UP KKPD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3] atau perubahan
proporsi UP HKPD yang ielah disetujui oleh Bupati scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5)

Bagian Kedua......
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Baginn Kedun
Permintaan Uang Persediaan KKPD

Pasal 15

(1] BP menyampaikan kebutuhan UP KKPD kepada PA
@ PA mencantumkan kebutuhan UP  KKPD scbagnimana

dimaksud pada ayat | 1) dalam surat pernyatann UP dan
digjukan pada saat penyampaian SPM UP Tunai kepada
Kuasa BUD.

Pasnl 16

12|

(3

(1

12}

(3)

Dalam  hal terdapat  perubahan  besaran UP KKFD
sebagaimana dimaksuad dalam Pasal 11 ayat 13 atau
perubabhan proporsi UP KKPD scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 ayat |5} setelah adanya penyampaian 8PM UP, PA
mengaiukan surat permohonan perubahan besaran UP KKPD
kepada PPKD selaku BUD melalui Kuasa BUD,

Surat permohonan perubahan persetujuan besaran UP EKPD
scbagaimana dimaksud pada ayat [}) dengan melampirkan:

a Suratl pernyataan UP dari PA; dan

b. Keputusan Buapti mengennd perubahan besaran UP atau
proporai UP KKPD.

Ketentuan mengenai format surat pernyatasn UP dan PA
schagaimana dimaksud pada ayat [I) tercanium dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan
Peraturan Buapti ini

Pasal |7

Berdasarkan surat pernyataan dan keputusan
Bupati scbagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat |2

Kunasa BUD melakukan penelitian besaran UP KKPD,

Dalam  hal besaran/ proporsi up KKPD telnh
memenuhi  kKetentuan sebagaimana dimaksud daianm Pasal
i1 ayat 3] dan Pasal 12 ayat |5), PPKD selaku BUD
menerbitkan Sural Persetujuan Besaran UP KKPD SKPD.

furat persetwjuan besaran UP KKPD SKPD diterbitkun
paling lambat | |satu) har kegin setelah SPM UP dan/ atau
ohonan perubahan besaran UP KKPD SKPD diterima oleh

Kuasa BUD.
M Untuk BP...



4| Untuk BP wang dibantu oleh beberapa BPP,

15}

Al

(4)
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pengnjvan ur dan /atau  pengajuan perubahan
besaran UP KKPD SKPD ke PPKD selaku BUD melalui Kuasa
BUD harus melampirkan daftar rincian  yang
menyatakan jumlah UP Tunai dan UP KKPD oleh maning-

masing BPP.

Keteritusn mengenai format surat  persetujusn

besaran UP KKPD SKPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (2] tercantum dalam lLampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Bagian Ketigm
Jenis EKPD dan Batasan Belanja KKPD

Pasal 18
KKPD terdiri atas

i Kartu Kredit untuk keperluan belanja barang dan
jasa serta belanja modal

b Kartu Kredit untuk keperiuan belanja pegjalanan

dinas

Kartu Kredit untuk keperluan belanja barang dan jasa
sertn belanjn modal sebagaimana dimakoud pada ayat

(1} hurul o, meliputi
a. Belania barang kebutuhan scharn-han dan

perkantoran;
b. Belanja pengadann bahan makanan;
¢ Belanja barang untuk persediaan;

d.Belanja scwa,

e. Belanj a pemeliharaan;
. Belanja bahan bakar kendaraan dinas;

g Belanja modal;, dan

h. Belanja lainnya sesuAl dengan ketentuan
peraturan Perundang-Undangan.

Belanja barang don jasa scbagaimana dimaksad
padn ayat 2] mengutamakan produk dalam negeri
dan usahn mikro, kecil dan koperasi

Kartu Kredit wntuk keperluan belanja pegalanan
dinas scbagaimana dimaksud pada ayat (I} buruf b
meliputi komponen pembayaran (ransport, penginapan,
dan /atau sewas kendarann.

{5} Jenis KKPD........
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(5] Jenis KKPD mebagaimana dimaksud pada ayat (I dan
limnit penggunaan KKPD untuk keperluan  belanja
scbugaimana  dimaksud pada ayat (2]  dan ayat |4
ditetapkan dalam keputusan Bupati

Pasal 19

(1] Penggunaan KKPD scbagaimana Pasal 18 ayat (2
dilakukan dengan nilai belanjn  paling banyak sehesar
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untulk |
[satu) penerima pembayaran.

2] Penggunaan KKPD sebagaimana dimakasud pada ayvat (1)
dapnt dilakukan melalui transaksi katnlog elektronik, toko
daring, dan PLSE yany disediakan olch lembaga yang
menyelengeurakan  tugas pemerintahan & bidang
kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah.

3 Dalam hal KKPD digunakan untuk transaksi di luar
garana sebagaimana dimaksud pada ayal f2), mnilai

belanja paling banyak untuk I (satu] pencrima
pembayaran scbesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah).

(5 Limit belanja KKPD dalam rangka keperluan belanja
barang dan jasa serta belanjn modal untuk pertamao kaii
diberikan paling bunyak sebesar RpS50.000.000.00 lima

puluh juta rupiah).

{5 Limit belanja KKPD dalam rangka keperluan belanja
perjalanan  dinas jabatan untuk pertama  kali
diberikan  paling  banyak  sebesar Rp40.000.000.00
jempat puluh juta rupiah),

il Tota) batasan limit belanjn KKPD pada SKPD  paling
banyak scbesar UP KKPD yang telah disetujui PPED selaku
BUD scbagaimana dimaksud dalam Pasal |7 ayat 2},

(7] Total besaran UP KKFD dan penggunesn UP KEPD dalam |
satul tnhun tidak melebihi pagu jenis belanja yang bisa
dibayarkan melalui UP KKPD.

(8] Pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP
KEPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4 adalah paling
banvak 30% (tiga puluh persen| dari pagu jenis belanja
yung bisa dibayarkan melalui UP.

Bagian Keempat

Pemegang KKPD, Pelaksana Kuasa Pengguna KKPD dan
Administrator KKPD
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Pasal 20

(1] Pemegang KKPD, Pelaksanan Kuasa Pengguna dan /
atau  Administrator KKPD merupakan pejabat/ pegawal
SKPD yang berstatus pegawal negerisipil daerah.

2| Pemegang KKPD sebagaimana dimaksud pada ayal (1)
merupakan PA/KPA

i3] Pelakaann Kunsn Pengguns sebagaimana
dimaksud pada ayvar ||| merupakan pegawal negeri
sipil daerah yang mendapat kunsa untuk menggunnkan
KKPD dari PA/KPA

# Administrator KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) merupakan BP/BPP

15| Dalam hal terdupat Pemegang KEKPD  scbagaimana
dimaksud pada aynt [2idan/ atau  Administrator KKPD
schagaimana dimaksud pada ayat (|4 berhalangun,
pegawal | yang ditumguk melaksanakan tugas
PA/ KPA dan / atau meclaksanakan tugas BP / BPP sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
sebagnl pemegang KKPD dan Administrator KEPD.

BAB V

PENGAJUAN, PENERBITAN DAN PENGGUNAAN KARTU KREDIT
PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu
Perjanjinn Kerja Sama

Pasal 21

(] PPKD selaku BUD menunjuk Bank yang menjadi
penempatan  REUD sebaga Bank penerbit KKPD
AesLIa) dengan  ketentuan peraturan perundang-
undangan.

2) Bank penerbit KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan bank yvang samn dengan bank penempatan
RKUD.

i3] Berdasarkan penunjukan Bank schagaimana dimaksud
pada ayat (1}, PPKD selaku BUD membual peganjian kera
sama dengan Pejubat Bank penerbit KKPD.

(4) Perjunjian kerja sama sebaganimanna dimaksud pada ayat
13), paling sedikit memuat
a  Definisi;

b,  Jujuan pefanjian kega sama;



(] ian A mAImA ae ana dimaksud pada ayat
r?;itﬁﬂmdnkﬂd ni oleh selaku BUD  dan p-#nga

Bank Penerbit KKPD,

2

e Ruang lingkup perjanjian kega sama;

d Pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP
dan besarnn fasilitias kredit jeredit lind SKPD;

e Hak dan kewajiban PPED selnku BUD dan Bank penerbit

{ Tata cara penagihan dan pembayaran tagihan EEPD,
g Jenis dan besaran biaya (Be), pajak-pajak.
h. Penyelesaian perselisihan dan hukum yang berlakou;

. Jangka waktu perjanjian|

j. Berakhirnya dan akibat pengnkhiran perjanjian,
k. Alamat dan wakil para pihak,

| Surat Referensi,

m. Kendaan kahar (Broe majfeurs) dan

n. Kermhasinan informasi/ data

Pasal 22

(1] Dalam hal Bank pencmpatan REUD sebagalmana dimaksud

(2

dalam Pasal 21 ayat [2) belum memiliki kewenangon
menerbitkan  Kartu Hredit. bank penempatan RKUD
melakukan kerne samas dalaom penerbitan KKPD dengan
bank badan umum  mibk negara yang telah
memperoleh win  sebagai penerbit Kartu Kredit dari
otoritas yung berwenang

Dalam rangka kegasama  dengan bank badan umum
milik negara  dalum penyedianan KKPD  scebagaimana
dimaksud pada ayat (1), bank penempatan REUD
membuat peraniian  kerja sama dengan bank badan
umum milik negara

Perganjian kern sama sehagaimana dimeksud pada ayat
[2), paling sedikit memuat:

0. Definisi;

b. Tuuan penanjian kena sama,

¢ Ruang lingkup perjanjian kerja sama;
d Pagu jenis belanjn yang bisa dibayarkan melalui UP
dan besaran fasilitas leredit jeredit ling SKPD:

e. Hak dan kewajiban Bank Penempatan REUD dan
bank badan umum milik negara Penerbit KKPDy;

[. Tata carmn......
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[, Tata cara penagihan dan pembayaran tagihan KKPD;
g Jenis dan besaran biaya {fee], pajak-pajaic:
Penvelesainn perselisihan dan hukum yang beriaku;
Jangka waktu perjanjian;
Berakhimya dan akibat pengakhiran perjanjian,
Alamat dan wakil para pihak;
surat Refrrensi,
 Keadaan kahar (firce majeurs); data; dan
Kernhasinan mformasi/data
Ketentunn penutup

4] Pepganjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat
(3] ditandatangani oleh Pejabat Bank Peénempatan RKUD
dan pejabat bank badan umum milik negara Penerbiat
KKPD:

5] Kerjm samn sebagaimana dimaksud padn  ayat (1)
dilakukan paling lama 5lima| tahun atau sesual dengan
kriteria yang ditetapkan oleh Lembaga yang berwennng
mengeluarkan izin penerhbitan Kartu Kredit

espgrFETrEp

Bagian hedun

Penetupan Pemegang KKPD dan
Administrator KKPD

Pasal 23

{1} Berdasarkan perjangjian kerin msamn sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 ayat |5}, PA menyampaikan
Daftar Usulan Pemegang KKPD dan Daftar U sulan
Administrator KKPD kepada PFPEKD welnloa BUD,

(@] Daftar U sulan Pemegang KKPD dan Daftar U sulan
Administrator KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling sedikit memuat
u Naman dan NIP pemegang KKPD;

b, Tempat dan tanggal lehir pemegang KEPLY;
¢ Jabantan pemegang KKPDy
¢, Kewenangan pemegang KKPD,

s. mllll T



c. Batasan belanja (imit] KKPD untuk muasing-masing
pemegang KKPD;

[ Alamat suratl elekironik pemegang KKPD,

g Nama dan NIP Administrator KKPD;

h. Tempat dan tanggal lahir Administrator KKPD;

1. Jabatan Administrator KEPD; dan
J.  Alamat surat elektronik Administrator KKPD.

) Usulan Pemegang KKPD dan Administratar KKPD
disesuaikan dengan Surat Keputusan Bupati tentang
Penectapan PA, KPA, BP dan BFPF pada SBKPD.

4 PPRD sclaku BUD menyiapkan usulan Daftar
Pemegnng KKPD dan Administrator KKPFD untuk
disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan dengan
keputusan Bupati

Boagian Kotiga
Pengmjuan KKPD
Pasa 24

(1} Berdasarkan keputusan Bupati sebagaimana
dimaksud dnlam Pasal 23 ayat |4}, PPKD selaku BUD
mengajukan surat permohonan  penerbitan KKPFD

kepada Bank penerbit KKPD.

2 Surat permohonan penerbitan  KEPD sebagaimana
- dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan:

a Surat Referensi dan PA/KPA;
b. Formulir aplikasi KEPD dari bank berkennnn;

¢ Fotokopi Kartn Tanda Penduduk yang masih berlaku
dari PAJKPA;

d. Fotokopl NPWP PA / KPA;
e SK PA;, dan
[. Surat keputusan Bupati tentang besaran UP SKPD.

3] Ketentuan mengenai  format Surat Permohonan
Penerbitan KKPD scbagaimana dimaksud pada ayat [2),
dan Surat Referenni sebagaimana dimaksud pada  ayat
[3), tercantum dalam Lampiran yang merupnkan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
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Bagian Keempat
Penerbitan KKPD

Pasal 25

(1} Bank penerbit KKPD melakukan  verifikasi Surat
Permohonan  yang digjukan oleh PPKD  selaku BUD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat [2).

(2] Vernifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
termasuk untuk persetujuan pemberian batasan
belanja (limit] KKPD yang disesuaikan dengan kebijakan
Bank penerbit KKPD dengan mempertimbangkan surat
keputusan Bupati tentang besaran UP SKPD,

(3] Verifiknsi scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat 2] selesal dilaksanakon paling lambat 6 jenam)|
hari kerja setelab Surat Permohonan Penerbitan KKPD
diterima olch Bank penerbit KKPD.

W  Dalam hal hosil verifikasi sebagaimana dimaksud pada
avat (3] terpenuhi, Bank penerbit KKPD menerbitkan:

a KKPLY,
b. Rekapitulasi penerbitan KKPD. dan

¢ Tunda terimm KKPD, untuk disecrahkan kepada
PPRD selaku BUD,

5] Penerbitan KKPD, rekapitulasi dan tanda terima
KKPD scbagesimana dimaksud pada ayat 4] dilakukan
paling lambat & jenam| hari kerfa setelah hasil verifikasi
terpenuhi

6/ Bank penerbit KKPD menyerahkan KKPD kepada PPKD
sclanku BUD paling lambat | [satu) hari kege sctelah KKPD
diterbitkan.

Pasal 26

(1} Dalam hal verifikasi sebagnimana dimaksud dalam Pasal
25 avat [l dan avat (2] tidak terpenuhi, Bank Penerbit
KKPD menoclak scbagian atau sclurub permohonan
penerbitan KKPD  dengan menyampaikan suratl
pemberitahunan penolakan kepada PPKD selaku BUD,

21 Penyampaian surat perrberitahuan penolakan
sebhagnimana dimaksud pada ayat [|] disampaikan
paling lambar | [satu) hari kera sectelah berakhirnya



